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PERANAN DAN INDUSTRI KECIL MENENGAH

A. Pengertian Peranan

Pengertian peranan yaitu bagian dari tugas utama yang harus
dilakukan. Sedangkan peranitu sendiri menurut kamus besar bahasa
indonesia yaitu sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki
kedudukan dalam masyarakat.*Menurut Mason Gross, definisi peranan ialah
sebagal seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang
menempati kedudukan sosial tertentu.’ Harapan tersebut merupakan
imbangan dari norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan peranan

ditentukan oleh norma di dalam masyarakat.

Sedangkan peranan Menurut Soekanto (2001:268) “ peranan (role)
merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang
melaksanakan hak dan kewgjibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia

menjalankan suatu peranan”.

Menurut Soekonto (2001:269) Daam hubungan ini  peranan
menyangkut tiga hal yaitu :
Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau

tempat seseorang dalam masyarakat.

Peter Salim dan Y enny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern

English press, Jakarta), 1132.

105.

2 David Berry,Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi, (Jakarta : CV. Rajawali, 2009), h.
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2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu
dalam masyarakat atau organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam
struktur sosia masyarakat.

Manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi antara satu
dengan yang lain, dalam menjalankan kehidupan yang mempunyai banyak
peranan antaralain:

1. Peranan indivdu, maksudnya bagaimana seseorang individu menjalankan
peranannya sebagai makhluk sosial dalam berhubungan dengan individu
lain atau dalam kehidupan seperti atasan atau bawahan.

2. Peranan organisasi atau kelompok merupakan kerja sama dua orang atau
lebih dalam menjalankan peranannya sebagai harapan para orang lain.

Pentingnya peranan, karena ia mengatur prilaku seseorang,
meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan
dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang
sekelompoknya.®

Dari pengertian-pengertian tersebut maka peranan mengandung
maksud sesuatu yang menjadi tugas, fungsi dan kewajiban terhadap sesuatu
hal atau kejadian yang intinya berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam
suatu organisasi. Sebuah pemerintahan yang berjalan dan berkembang tidak
terlepas dari pembuatan kebijakan sebagai awa dari arah tujuan

pembangunan.

*Ibid.



28

B. Pengertian Industri Kecil dan Menengah
1. Pengertian dan Kriteria Industri Kecil Menengah (IKM)
a. Badan Pusat Statistik (BPS)

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan Industri Kecil dan

Menengah (IKM) sebagain berikut:

1) Industri kecil, yaitu suatu kegiatan ekonomi yang melakukan
kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang jadi/setengah jadi
dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih
tinggi nilainya, yang memiliki tenaga kerja sebanyak 5-19 orang.

2) Industri menengah, yaitu suatu kegiatan ekonomi yang melakukan
kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang jadi/setengah jadi
dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih
tinggi nilainya, yang memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 20-99
orang.*

b. Menurut  Departemen  Perindustrian dan  Perdagangan

(Depperindag)

Departemen  Perindustrian dan  Perdagangan  (Desperindag)

mendefinisikan Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai berikut:

1) Industri kecil, adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah
bahan mentah, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi

barang lebih tinggi untuk penggunaannya dan memiliki nilai

* Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Indonesia 2012 (Statistical Yearbook Of
Indonesia2012), (Jakarta: Badan Pusat Satistik (BPS), 2012, h. 287.
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investas antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampa Rp.
200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.

2) Industri menengah, adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah
bahan mentah, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi
barang lebih tinggi untuk penggunaannya yang memiliki investasi
antara Rp. 200.000.000,- sampai 10 milyar, tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha.®

C. Perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Indonesia

Secara historis, industridlisasi di Indonesia sebenarnya telah dimulai
pada masa penjgahan Belanda, tepatnya setelah pemerintah kolonial Belanda
mengintrodusir sistem tanam paksa pada tahun 1830-an. Pada periode ini
sgumlah industri seperti industri makanan dan minuman, tekstil dan rokok
kretek telah ditemukan. Kemudian, industrialisasi modern di Indonesia dimulai

ketika Presiden Soeharto berkuasa pada pertengahan 1960-an.°

Pemerintah Orde Baru secara sengaja merombak struktur ekonomi
Indonesia, dari yang berbasis pada sektor pertanian ke yang berbasis pada
sektor industri. Usaha pemerintah Orde Baru itu memang tidak sia-sia. Sgjak
pemerintah Orde Baru telah terjadi transformasi yang cukup besar dalam
struktur ekonomi Indonesia. Pada awal 1990-an, sumbangan sektor industri

terhadap GDP mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan sektor

® Elabe Pinti, “ Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi Dalam Mengembangkan Usaha Pada
Industri Kecil Dan Menengah (IKM) Pangan Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”,
Skripsi Fakultas Syari’ah dan llmu Hukum, (Pekanbaru: Perpustakaan Uin Al-Jami’ah Sultan
Syarif Kasim Riau 2013), h. 43, t.d.

®lbid., h.44
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pertanian. Jika sumbangan sektor pertanian kepada GDP turun menjadi 19 %,
maka sumbangan sektor industri manufaktur mengalami peningkatan hingga

tigakali lipat, yaitu dari 8% menjadi 24 %.

Sebagaimana di negara-negara yang sedang berproses di dalam
industrialisasi, tidak semua industri yang ada pada saat itu merupakan industri
besar. Tetapi, sebagian besar industri yang muncul adalah yang berkategori
kecil menengah. Sampai tahun 2000-an, kelompok industri yang terkategori

mikro, kecil, dan menengah tergolong yang paling besar di Indonesia.’

Pengembangan dan penerapan perangkat-perangkat pengelolaan
lingkungan diarahkan untuk mendorong seluruh pihak di dunia ini untuk
melakukan tanggung jawab terhadap lingkungan serta menjadi fokus terbesar
dalam upaya perbaikan pengelolaan lingkungan secara terpadu dan sistematis.
Upaya terpadu dan sistematis tersebut antara lain meliputi kebijakan dan
program pemerintah yang kondusif, praktek pengelolaan lingkungan oleh
pelaku pembangunan mulai dari kegiatan hulu hingga hilir, penyediaan fasilitas
pengel olaan lingkungan yang memadai, dan sebagainya.

Perkembangan industri yang terus meningkat membawa dampak
positif bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan Industri
Kecil dan Menengah (IKM) di Indonesia setiagp tahunnya cukup tinggi yaitu

dari 43 juta unit usaha pada 2001 menjadi 49,8 juta unit usaha pada 2007 dan

’Kacung Marijan, Mengembangkan Industri Kecil dan Menengah Melalui Pendekatan
Cluster, Jurnallnsan Vol. 7 No.3, Desember 2005, h. 217.
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jumlah IKM tersebut merupakan 99,9 % dari total pelaku usaha serta

berkontribusi terhadap 53,6% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

. Bentuk dan Jenis-JenisIndustri

Secara garis besar badan pusat statistik mendefinisikan industri
dibedakan atas industri pengolahan dan industri jasa. Industri pengolahan
adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan suatu kegiatan barang dasar
secara mekanis atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi atau
barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan
sifatnya yang lebih dekat kepada pemaka akhir, termasuk dalam kegiatan ini
adalah kegiatan jasaindustri dan pekerjaan perakitan.

Sedangkan industri jasa adalah kegiatan industri yang melayani
keperluan pihak lain, sementara pihak lain pengelola hanya melakukan
pengolahannya dengan mendapat imbalan sgjumlah uang atau barang sebagal
jasa, misalnya perubahan penggilingan padi atau gabah petani yang dibalas jasa
dengan diperhitungkan secara bagi hasil.®

Menurut pemerintah (Departemen perindustrian dan perdagangan)
industri secara nasional dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Industri dasar (hulu)
Yaitu meliputi industri mesin dan logam dasar sertaindustri kimia
dasar. Industri dasar ini membawa misi pertumbuhan ekonomi, dan
penguatan struktur ekonomi. Ciri industri dasar adalah teknologi tepat

guna yang digunakan sudah maju dan teruji, serta tidak padat karya

8 Zulkarnain, Membangun Ekonomi Kerakyatan, (Pekanbaru: Unri Press, 2001), h. 149
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Industri mesin dan logam dasar terdiri atas industri mesin dan peralatan
pabrik, mesin perkakas, mesin listrik dan tenaga elektronika profesional,
kendaraan bermotor, kereta api, pesawat terbang, kapal, bes baja, dan
industri kimia dasar.
. Industri hilir

Y ang termasuk ke dalam industri hilir adalah usaha industri yang
bahan bakunya bertumpu pada produk dari industri dasar. Misalnya
aneka industri, yang terdiri atas industri pangan, tekstil, kimia, aat-alat
listrik dan logam, bahan bangunan dan umum (perkayuan, keramik,
asbes, marmer, gelas, botol, alat musik, dan alat-aat tulis). Aneka
industri membawa misi pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan ekonomi.
Teknologi tepat guna yang digunakan adalah teknologi maju, teruji, dan
teknologi madya.
. Industri kecil

Bidang usaha yang dicadangkan untuk kelompok industri kecil
adalah pemotongan hewan dan pengawetan daging, industri susu dan
makanan dari susu, industri pengolahan, pengawetan buah-buahan dan
sayur-sayuran, industri pengolahan dan pengawetan ikan, makanan dari
tepung, gula dan pengolahan gula, es, makanan dari kedelai dan kacang-
kacangan, dan pengolahan tembakau, rokok, pemintalan tenun dan
pengolahan hasil tekstil, pergjutan, pengawetan dan penyamakan kulit,

barang dari kulit. Industri kecil ini menggunakan teknologi madya dan
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teknologi sederhana serta mempunyai tenaga kerja yang banyak. Misi
yang dibawa oleh industri kecil adalah pemerataan.”.

Islam adalah agama yang Rahmatan Lil’alamin, yaitu rahmat bagi
semesta alam. Dengan kata lain bahwa Islam merupakan agama yang sarat
akan manfaat dan maslahat baik bagi individu maupun sosia. Islam juga
agama yang senantiasa mengajarkan untuk memberikan manfaat, peranan atau

berkontribusi kepada sesama manusia maupun sesama ciptaan Allah Swt.

Isam memiliki prinsip tersendiri untuk meratakan kesegahteraan
manusia, bahwa agar dalam hidup manusia saling kenal mengena dan tolong
menolong merupakan wadah kemitraan,'® kekeluargaan dan kebersamaan
usaha yang sehat baik dan halal. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat

Al-Maidah (5) ayat 2

OBKUEOO AD @00 M«ORNUO F M ea FEO
QUM ¥ e S @R+ SOBKCUELO0 AD+«OM = ¢R
SR D Y OOOFORD N W KOO BU>00
G Q@OA Lo FBOGNNOA Lo F- QOB OXIA F@Ha QX

 ANIICIZER STt

Artinya :“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebgjikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggarandan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah

Amat berat sksa-Nya.”’(QS.Al-Maidah:2).

E. Faktor-faktor Peningkatan/Pertumbuhan Ekonomi

® Ratna Evy, dkk, Usaha Industri dan Kerajinan di Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara,
2005), Cet. Ke-1, h. 8.

%M uhammad, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam,(Y ogyakarta: Graha |lmu, 2007 ), h. 45.



1. Sumber Daya Manusia(Human Resources)

Sumber daya merupakan salah satu determin yang sangat penting
dalam pembangunan atau peningkatan ekonomi. Hal ini mengingat bahwa
manusia adalah penggerak dalam pembangunan yang mengantisipasi
masal ah, membuat perencanaan, mempertimbangkan sistem nilai agama dan
masyarakat, membangun organisasi sosial, ekonomi dan politik.

. Sumber Dana (I nvestible Resources)

Tidak dapat di sangkal lagi peningkatan perekonomian
membutuhkan dana yang tidak sedikit dan berkesinambungan,
membutuhkan dana yang berkembang atau harta (capital).Pandangan Islam
adalah sebaga jalan, bukan satu-satunya tujuan dan bukan sebagai sebab
yang dapat menjelaskan semua kejadian-kejadian. Maka kewajiban itu lebih
dipentingkan dari materi, dan materi menjadi jalan untuk meredlisir
sebagian kebutuhan-kebutuhan dan manfaat yang tidak cukup bagi manusia.

. Sumber Daya Alam

Allah menyediakan sumber daya alam yang sangat banyak demi
memenuhi kebutuhan manusia. Manusia yang berperan sebagai khalifah
dapat memanfaatkan sumber daya yang banyak itu untuk kebutuhan
hidupnya'* Dalam pandangan Islam, nikmat Allah hampir tidak terbatas
banyaknya. Sementara para ahli ekonomi konvensional selalu menyebutkan
bahwa sumber daya aam terbatas (limited), sementara keinginan manusia

tidak terbatas (unlimited).Karena itu, menurut ekonomi Islam krisis

“Mawardi, Ekonomi Islam, (Pekanbaru :Alfa Riau, 2007), h. 5.
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ekonomi yang dialami suatu Negara bukan karena terbatasnya sumber daya
alam, melainkan karena tidak meratanya distribusi (maldistribution),
sehingga terwujudnya ketidakadilan (injustice). Maka dari itu untuk dapat
meningkatkan suatu perekonomian, manusia dituntut untuk dapat

memanfaatkan segala sumber daya tersebut.*?

Daam pemanfaatkan sumber daya alam, Isslam memberi petunjuk sebagai

berikut:

1. Al-Qur'an dan as-Sunnah memberiperingatan bahwa aam telah
ditundukkan untuk manusia sebagai salah satu sumber rezeki.

2. Manusa adalah khalifah Allah, yang bertugas mengatur,
memanfaatkan, dan memberdayakan alam, sedangkan pemilik yang
hakiki adalah Allah swt.

3. Idam mengizinkan pemanfaatan sumber daya alam bak untuk
kepentingan seseorang atau orang banyak.

4. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam harus memperhatikan
dan menaati hukum-hukum yang telah di tetapakan oleh Allah swit.
yaitu menjaga, memelihara dan memakmurkannya, bukan merusak
alam yang mengakibatkan punahnya keasrian dan keindahan alam

semesta.t®

4. Perubahan Teknologi (Technologically Change)

12y tAi
Ibid.
3 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta :PT. Rgja Grafindo Persada, 2007), h. 15.
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Yang dimaksud dengan perubahan teknologi bukan mesin-mesin
atau alat-alat canggih yang digunakan, walaupun secara umum orang
sering mensosidisasikan alat-alat sebagai teknologi. Teknologi adalah
ilmu tentang cara menerapkan sains untuk memanfaatkan alam bagi

kesejahtraan dan kenyamanan manusia ™

Isam menyeru untuk melakukan eksplorasi dari apa yang ada di
langit dan di bumi untuk kepentingan manusia Dalam Al-qur’an Allah

Swt berfirman surat Al- Jasiyah (45) :13

4000 AR O e DL OR*.LOSATEOOOWa S
6 L SR Y FOFT D i Se s DO P+ L €O G XL G0
A RNVORNxDQY 16 D+ 0= O $OFAETF D+ DY e eI
LEXI 440 DWD

Artinya: “Dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa
yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari Nya.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”.( QS Al-
Jasiyah:13)

F. Pemerintahan
Pembangunan di bidang industri merupakan bagian integral dari
pembangunan Nasional yang harus dilaksanakan secara terpadu dan
berkelanjutan, sehingga pembangunan bidang industri dapat memberikan
manfaat yang besar bagi masyarakat.Dalam meningkatkan kualitas dan sumber
daya manusia maka Pemerintah harus lebih bijak mengenalkan program yang

direncanakan untuk diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat

4 Muhammad Said, Pengantar Ekonomi Islam, Dasar-Dasar dan Pengembangan,
(Pekanbaru : Suska Press, 2008), Cet. Ke- 1, h. 71.
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mengembangkan ilmu dan sumber daya yang mereka miliki untuk diterapkan
dalam kehidupan mereka yang mana perlu juga peran penting dari Pemerintah
untuk mengahasilkan masyarakat yang mandiri.*

Konsep pemerintah didefinisikan oleh Istianto adalah: merupakan suatu
bentuk organisasi dasar dalam suatu negara.’® Tujuan dari pemerintah dikatakan
oleh Ateng Syafrudin di kutip Istianto bahwa Pemerintah harus bersikap
mendidik dan memimpin yang diperintah, ia harus serempak dijiwai oleh
semangat yang diperintah, menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup
diantara mereka bersama, menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diingini
oleh semua orang, yang dilukiskan secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata
oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar.!’

Menurut Ryaas Rasyid dalam Ndraha menjelaskan bahwa: “ada tiga
fungs hakiki pemerintahan, vyaitu pelayanan (service) pemberdayaan
(empowerment), dan pembangunan (developement).'®dalam hubungan tersebut
Rasyid menjelaskan bahwa :“pelayanan akan membuahkan keadilan dalam
masyarakat, dan pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan

pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat”. °

BAidil Aulya Fasdani, Pelaksanaan Program Pembinaan Dan Pengawasan Industri

Kecil Menengah (IKM) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Tahun 2012-
2013, Jurnal FISIP Volume 1 No. 2, Oktober 2014, h. 1.

®Ace Lingga Sari, Fungs Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat di
Kabupaten Lingga, SkripsiFakultas IImu Sosial dan Ilmu Poalitik, ( Tanjung Pinang : Universitas
Maritim Raja Ali Hgji, 2013), h. 8, t.d.

Y bid.

18 Kumpulan Teori Tentang Pemerintahan, Pembangunan, Keuangan, Otonomi Daerah
dan Pelayanan Publik artikel diakses pada 01 desember 2014 dari http// membingkai teori menjadi
tesis keralggka konseptual peranan pemerintah.html.

Ibid.
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Pembinaan dan pemberdayaan IKM dilakukan oleh Iembaga-lembaga
pemerintah melalui berbagai macam program bantuan pembinaan. IKM yang
mendapatkan bantuan, baik bantuan manajemen maupun pendanaan akan dapat
meningkatkan usaha karena lebih efisien jika dibandingkan dengan IKM yang
tidak mendapatkan bantuan. Industri Kecil Menengah (IKM) yang mendapat
bantuan mangemen, teknologi dan finansiad akan dapat memperkuat
kelangsungan hidup usahanya

Proses pemberian bantuan dapat berpengaruh terhadap peningkatan
efisiensi proses produksi yaitu berbagai kebijakan yang dilakukan IKM dalam
mengkombinasikan sumber permodalan, mengadakan perluasan pasar, menambah
jumlah dan varias produk serta meningkatkan tingkat upah.”* Program asistensi
atau bantuan pemerintah dalam bentuk pemberian fasilitas produksi, penyediaan
dan bantuan dalam bidang mangemen, teknik dan finansia diharapkan dapat
meningkatkan kinerja usaha.?

.Fungsi Pemerintahan

Melaksanakan tugas pembangunan sangat penting dan
merupakantanggung jawab seluruh komponen masyarakat dan bukan hanya
pemerintahsemata-mata. Akan tetapi, meskipun demikian harus diakui bahwa
pemerintahmemainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan.
Adapun peran pemerintah dalam kegiatan pembangunan, yaitu antara lain

(Siagian,2006:142-149) :

2| bid.

“bid.

#Rachmad Hidayat dan Y udha Herlambang, Pengembangan Tata Kelola Industri Kecil
Menengah di Madura, Jurnal Teknik Industri, Vol. 11, No. 1, Juni 2009, h. 62
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a. Selaku Stabilisator

1.Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai stabilisator dalam berbagai bidang
pembangunan, yaitu antara lain bidang politik, ekonomi, danbidang sosia
budaya. Peran pemerintah dalam bidang politik adalahmenjamin bahwa
kehidupan politik bangsa tidak terjadi rongrongan,baik yang datang dari
kekuatan politik dalam negeri sendiri maupunyang datang dari luar.

2.Dalam bidang ekonomi pemerintah diharapkan untuk dapat menjaminkondisi
stabilitas ekonomi yang memungkinkan perekonomiannasional dapat
terpelihara sedemikian rupa sehingga ekonomi tumbuhsecara wajar, suku
bunga yang tidak tinggi, rendahnya inflasi,kesempatan berusaha makin luas,
proses industrialisasioses. industrialisasi berlangsung dengan baik, dan
kebijakan moneter danfiskal yang menguntungkan bagi kehidupan nasional.

3.Bidang sosia budaya, pemerintah diharapkan dapat menjadi negaradan
bangsa menjadi masyarakat maju dan modern, tanpa kehilanganjati dirinya.
Peran pemerintah selakustabilisator, yaitu dalam ha mewujudkan
perubahan tidak berubah jadiggolak sosial, apalagi yang dapat merupakan
ancaman bagi keutuhannasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran
tersebut dapatterwujud dengan berbagai cara, yaitu antara lain kemampuan
selektifyang tinggi, proses sosidlisass yang elegan tetapi efektif,
melaluipendidikan, pendekatan persuasif, dan pendekatan bertahap
tetapi berkesinambungan.

b. Selaku I novator
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Daam  memankan  peranan  selaku  inovator, pemerintah
sebagaikeseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru seperti temuan
baru,metode baru, sistem baru, dan yang terpenting adalah cara berpikir yangbaru.
c. Selaku M oder nisator

Melalui pembangunan setiap negara menginginkan menjadi  negara
yangmodern. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan antara lain penguasaanilmu
pengetahuan dan teknologi, kemampuan dan kemahiran manajerial,kemampuan
mengolah kekayaan alam yang dimiliki, sisem pendidikannasional yang handal,
landasan kehidupan politik yang kukuh dandemokratis, memiliki visi yang jelas
tentang masa depan, pemberdayaanrakyat, kesediaan mengambil resiko, orientasi
masa depan, dan bersediamenerima perubahan. Untuk mewujudkan ha itu
diperlukanpembangunan yang sistematik, programatis, dan
berkelanjutan.Pemerintah bertugas untuk menuntun masyarakatnya ke arah
kehidupanmodern  seperti  itu. Proses modernisasi  harus terjadi  di
lingkunganbiokrasi pemerintah sendiri.

d. Selaku Pelopor

Pemerintah harus memainkan peranan selaku pelopor dalam berbagai segi
kehidupan bernegara. Dengan kata lain bahwa selaku pelopor, aparaturpemerintah
harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat. Kepeloporanyang dapat
diberikan pemerintah misalnya kepeloporan dalam bekerjaseproduktif mungkin
dengan pemanfaatan waktu sebaik-baiknya denganorientass hasil yang
semaksimal mungkin, kepeloporan dalam penegakandisiplin, kepeloporan dalam

ketaatan kepada peraturan perundang-undangandan sebagainya.
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e. Selaku pelaksana sendiri

Meskipun pel aksanaan berbagai kegiatan pembangunan
merupakantanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah
sematakarena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal
yangterbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati
olehmasyarakat dan karena secara kongtitusional memang merupakan
tugaspemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak
bisadiserahkan kepada pihak swasta melainkan harus diselenggarakan sendirioleh
pemerintah.

Sebagaimana peran pemerintah tersebut stabaga  stabilisator,
inovator,pelopor, dan pelaksana sendiri, pembangunan nasiona harus
diwujudkanmelalui pelaksanaan fungsi seluruh elemen pemerintah dengan ideal
atausesual dengan aturan yang berlaku, sehingga terjadi keseimbangan dan
gerakyang dinamis dalam roda pemerintahan yang baik.

H.Peran Pemerintah dalam Islam
Isam menganggap pemerintahan sebagai salah satu dasar sistem
sosial yang dibuat untuk manusia. Islam tidak menghendaki kekacauan dan
tidak membiarkan satu jamaah tanpa Imam (pemimpin).* Tujuan utama
kekuasaan dan kepemimpinan Islam dalam pemerintahan adalah menjaga
sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan
wagjar. Pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk

% Al Imam As Syahid Hasan Al Bana, Konsep Pembaharuan Masyarakat Islam, alih
bahasa oleh Su’adi Sa’ad, (Jakarta : Media Da’wah, 1987), h. 374.
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melayani masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya
demi tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, secara umum tugas pokok
pemerintah adalah menjamin diterapkannya perlakuan adil kepada setiap warga
masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi
keberadaan mereka.

Pemerintah melakukan pekerjaan umum, dan memberi pelayanan
daam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga
nonpemerintah, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah,
mel akukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan
kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, serta kebijakan lain
dan menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan hidup.?*

Pemerintahan dalam Islam berdiri di atas bebrapa prinsip, yang kita
sebut dengan struktur dasar pemerintahan, yaitu tanggungjawab pemimpin,
membina persatuan umat dan menghormati hak-hak asasinya ®

1. Tanggung jawab pemimpin
Seorang pemimpin bertanggung jawab di depan Allah dan rakyat.
Seorang pemimpin adalah pekerja atau pelayan umat manusia.
Rasullullah saw. Bersabda:

afe)de 05 b &

2 Zubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan dalam Isam, (Bandung : Pustaka Setia,
2012), Cet. Ke- 1, h. 27.
*Al Imam As Syahid Hasan Al Bana, op.cit., h. 375.
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Artinya : “ Setigp kamu adalah pemimpin dan setigp pemimpin
bertanggungjawab atas orang yang dipimpinnya.” ( Shahih
Muslim No.3408).%°
2. Persatuan Umat

Umat Islam adalah satu, karena persaudaraan adalah dasar untuk
mewujudkan dan menyempurnakan keimanan. Ha ini tidak berarti
melarang adanya kebebasan berpendapat atau saling menasehati antara yang
kecil dan yang besar dan sebaliknya, dalam Islam disebut sebagai Amar
Makruf Nahi Mungkar.?’

3. Menghormati Umat

Hak umat Isam untuk mengawasi pemimpinnya, kemudian
memberikan peringatan agar melakukan kebaikan, pemimpin (pemerintah)
harus mengadakan musyawarah dengan rakyat dan menghormati hak-hak
asasinya, serta mengambil pendapat yang menuju kebaikan bersama. Allah
memerintahkan kepada para pemimpin untuk bermusyawarah.®?Dalam Al-

qur’an Allah Swt berfirman surat Ali ‘Imran (45) :159.

JEDRIRB e XA QOONXPBOITT Do FBHON
PAoB @ YA HDOIRIn AN OO @M= dR* F oS-G
SINOA Lo S OHN 70 ¢ xRN er<dH @00
G D NHY S

Artinya: “dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian
apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah

M. Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim,(Jakarta : Gema Insani Press,
2005), h. 610.

2T Al Imam As Syahid Hasan Al Bana, op.cit., h. 376

%hid., h. 377.



kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyuka orang-orang yang
bertawakkal kepada-Nya.” (Ali ‘Imran (45) :159).

Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa Allah swt. memerintahkan
kepada para pemimpin untuk bermusyawarah terlebih dahulu dalam urusan
peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi,
kemasyarakatan dan lain-lainnya. Begitu pula sunnah Rasulullah saw. dan para
Khulafaur Rasyidin memerintahkan agar umat Isam seladu melakukan
musyawarah jika ada suatu urusan kumpulkanlah ahli-ahli pikir dari kaum
muslimin, kemudian mengadakan musyawarah dan mengambil pendapat yang
mengandung kebaikan, dan keputusannya berlaku bagi seluruh umat.

Sebuah negara (pemerintahan ) Islam harus memiliki empat dasar bagi

proses penyel enggaraan negara yang menjiwai nilai-nilai atau etika Islam. %°

a Amanat yang bertanggung jawab, keujuran, dan kelkhlasan. Dasar ini
lebih mendalam daripada *“ kemanusiaan yang beradab “ dan “ kebangsaan
yang luhur “.

b. Keadilan yang luas untuk seluruh manusia, termasuk “ keadilan sosial”.

c. Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang tertulis dalam perintah * taatlah
kepada Tuhan dan Rasul-Nya”.

d. Kedaulatan rakyat, yang dicantumkan dalam perintah “ulil Amri’.

Pemerintahan yang mencerminkan moral Islam akan bertindak

berdasarkan nilai-nilai keadilan, kgjujuran, dan amanah. Pemerintah yang

#7ainal Abidin Ahmad, Membangun Negara Islam (Yogyakarta :Pustaka Igra, 2001),
Cet. Ke-1, h. 31.
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adil akan mampu mendistribusikan banyak kebaikan kepada rakyatnya,
mendengar aspirasi dari rakyatnya, baik yang hidup di kota maupun di desa,
yang kaya maupun miskin, terpandang ataupun tidak. Pemerintah harus
berlaku adil terhadap seluruh masyarakat yang dipimpinnya, karena
keadilan sangat dekat dengan keimanan dan ketakwaan seseorang kepada

Tuhannya. *°

% gyarifuddin Jurdi, Pemikiran Politik Islam Indonesia, Pertautan Negara, Khilafah,
Masyarakat Madani dan Demokrasi, (Y ogyakarta : Pustaka Pelgjar, 2008), h. 98.



